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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa anggota DPRD yang telah menerima uang penghargaan atau dana

penghargaan dalam penyusunan APBD yang telah dituangkan dalam

Perda, dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dan harus di

proses dengan peradilan pidana dengan menggunakan dakwaan Pasal 2

Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Uang penghargaan yang

diterima oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta dianggap telah melangar

Pasal 2 ayar (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sehingga

dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan

Negara.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diperoleh berdasarkan kajian dalam

penulisan hukum ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan

pememerintah yang menyebutkan secara jelas menyangkut pos-pos

anggaran yang boleh diajukan oleh DPRD sehingga bisa

memberikan kepastian hukum dalam penyusunan APBD.

2. Bahwa pertimbangan hakim dalam perkara terdakwa Bahtanisyar

Basyir, SE, masih memiliki pertimbangan yang keliru yakni
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menggabungkan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian

Negara, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda karena

merupakan unsur delik yang berdiri sendiri.
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